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PUTUSAN
Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Slk
PSSt ) S
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOLOK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok,

Provinsi Sumatera Barat

melawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar,
Provinsi Bali

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2025
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok, Nomor
26/Pdt.G/2025/PA.SIk, pada tanggal 14 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada

pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat
pada pada tanggal 17 Oktober 1997 hadapan Pejabat PPN KUA
Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok dengan Kutipan Akta Nikah

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat
berstatus Duda;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan
dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kontrakan di
Kota Pekan Baru selama 3 tahun, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat di Kabupaten Solok,
Provinsi Sumatera Barat sampai kemudian berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama;

4.1. ANAK |, laki-laki lahir di Pekan Baru, tanggal 23 Mei 2000,
pendidikan SLTA;
4.2. ANAK IlI, perempuan lahir di Sulit Air, tanggal 31 Mei 2005,

pendidikan SLTA;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering
terjadi permasalahan sejak tahun 2017;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan
terus menerus hingga semakin tajam dan memuncak pada bulan Oktober
2017;
7. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus karena: Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama
WIL, informasi ini Penggugat ketahui dari anak Penggugat, yang mana
anak Penggugat melihat secara langsung Tergugat berselingkuh dengan
wanita tersebut, setelah Penggugat tanyakan kepada Tergugat,
Tergugatpun mengakuinya;
8. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober
2017 hingga sekarang selama lebih kurang 7 tahun 3 bulan, Penggugat
dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi
meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah
tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua

Penggugat di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat
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sekarang tinggal dirumah kontrakan Tergugat di Kota Denpasar, Provinsi
Bali;

9. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat kurang lebih selama
7 tahun 3 bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana
sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi
melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi
masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan
musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, namun
tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat
merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat
dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan
untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai
denganTergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap

Penggugat
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(exaequoet bono);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak
pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang
sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata

ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;
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Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai
dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum
kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir
di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat
1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili, yang aslinya dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten
Solok, Provinsi Sumatera Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai
cukup, telah dicap pos (hazegelen) dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang aslinya dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X
Koto Diatas, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim
diberi tanda P.2;
B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Solok,
Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa saksi adalah Adik kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

- Bahwa Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus

Duda;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di ruman kontrakan di Kota Pekanbaru, kemudian tinggal
di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Solok;
— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
— Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun lagi
dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Solok,
Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Saudara Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus
Duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di ruman kontrakan di Kota Pekanbaru, kemudian tinggal
di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Solok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun saksi tahu dari cerita Penggugat, sejak
pertengahan tahun 2017, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak

mengetahui penyebabnya;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
— Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun lagi
dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang
pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;
Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari isi putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;
Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan yang
diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang
dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan
kompetensi  absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan
menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat
tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Solok, maka berdasarkan
Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132
Kompilasi Hukum Islam, perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi
Pengadilan Agama Solok untuk memeriksanya;

Legal Standing Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan masih terikat perkawinan

dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya

dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73
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ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki
legal standing untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena
merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini
(persona standi in judicio);
Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena
itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa
secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan dalil
dalam kitab Ahkamul Qur’an Juz Il halaman 405, yang selanjutnya diambil alih

menjadi pertimbangan oleh Hakim, yakni:
Artinya : “Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) tidak

datang, ia dipandang sebagai orang yang mangkir/abai dan

gugurlah haknya.”;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat
dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, sebagaimana ketentuan
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian
Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan
tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah
terpenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
Pokok Perkara
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Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita bernama Sari,
akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih
kurang 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan
Pasal 283 R.Bg, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3
Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya
Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh
karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil
gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti berkode P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk)
dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang
dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan
aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPerdata dan
telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang
sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdata
sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah
pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal
17 Oktober 1997, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Diatas
Kabupaten Solok;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah
dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh
didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah
memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 158 R.Bg.
Selain itu 2 (dua) orang saksi Penggugat juga merupakan keluarga dan/atau
orang dekat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1958 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah
fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu
dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur
Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut
memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua Penggugat tidak mengetahui
secara pasti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat, namun kedua saksi mengetahui adanya hidup berpisah antara
Penggugat dan Tergugat selama 7 (tujuh) tahun, oleh karenanya Hakim
berdasarkan persangkaannya berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat
dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara
keduanya telah terwujud, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang
mengandung abstrak hukum “Isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila judex facti berpendapat bahwa alasan
perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah”, begitu pula
dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379
K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa
hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta
yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan

fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama

7 (tujuh) tahun;
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- Bahwa keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat agar rukun lagi

dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Hakim akan
mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan
dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya
jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon supaya
perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka Hakim akan
mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu
unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan batin yang kuat
diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan
adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga
kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari
kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah
tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan
perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang
sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga sudah tidak dapat
dipertahankan lagi dan harus diakhiri dengan perceraian, maka perceraian itu
harus berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan

oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
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Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga
adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Terjadinya
perselisihan antara suami istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal
dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal
tersebut mengindikasikan bahwa perselisihan di antara keduanya terjadi
secara terus menerus dan menunjukkan bahwa ikatan lahir batin di antara
suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama
sekali, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak
diantara keduanya,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim
berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah
pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk
keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah (vide
pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di
persidangan mengindikasikan bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik
untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga Hakim berkesimpulan
bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat
rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah
sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti
sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan
mudarat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat,
sehingga oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam pintu perceraian dapat dibuka
guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang
berkepanjangan yang akan membawa mudarat kepada kehidupan Penggugat

dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan
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kemudaratan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fighiyah yang berbunyi

sebagai berikut:

-

15 5%l

-

Artinya: “Kemudaratan harus disingkirkan”

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga
bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap
pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti
itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) adalah tidak baik bahkan akan
menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan, dan sebaiknya ikatan
perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan dengan jalan yang baik, hal
tersebut sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam Dr. Mustofa Al-Siba'i
dalam kitab Al-Mar’atu Bainal-Fighi Wal-Qanuni halaman 100 yang diambil alih

oleh Hakim sebagai pertimbangan sebagai berikut:

Ao @b e e S Jlelus 13015 S ae @edizedV Lyl 3L OB
Sl e Ol S0 Legey cniblae on plesr) 8 p5 Yy @ gSshesy 35N
S sV e o Rerg ) 8B ORI ga OF pd-1 e 4B LB 51 OIS plas

DAYl 5 Aalelall ane gt Wl ST ISG,0 Leges ity JST pongs 40

Artinya: “Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan
adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan
menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak
dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya
mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-
kadang apa pun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang
membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan,
sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan
perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan
(sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam
hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh
ketenangan dan kedamaian.”
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut Hakim berpendapat bahwa telah terbukti rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun,
dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut
telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1928 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan
talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan
dengan Tergugat patut dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan talak
satu ba’'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Solok adalah talak satu ba'in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam
masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi
keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena
perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa tunggu
atau iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1928 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 153 ayat
(2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa tunggu atau iddah yang dimaksud
ditetapkan tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum angka 3 mengenai biaya perkara, karena
perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan
Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan

kepada Penggugat;
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Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat
4, Membebankan kepada Penggugat untuk
membayar biaya perkara ini sejumlah Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh
sembilan ribu rupiah);
Penutup
Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025
Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1446 Hijriah oleh
Nanang Soleman, S.H.l. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara
elektronik, dengan dibantu oleh Fadila Rusyda, S.H.l.,M.H. sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

ttd

Nanang Soleman,S.H.l.

Panitera Pengganti,

ttd
Fadila Rusyda, S.H.l.,M.H.

Perincian biaya:
1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

2. Proses ‘Rp 75.000,00
3. Panggilan :Rp 114.000,00
4. PNBP ‘Rp 20.000,00
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5. Redaksi :Rp 10.000,00

6. Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp  259.000,00

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)
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